
BUPATI TULUIYGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULT'NGAGI'NG

I{OMOR 36 TNIUN 2014

TENTAN G

PEN.'ABARAIY PERT'BAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELATTJA DAERAH

TAHT'N ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT'PATI TI'LUIYGAGT'I{G,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Nomor 1l Tahun 2074 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14,

perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ttrlungagung tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 273O);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa00);

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21");

7. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor r2s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44grl, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2o0g Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor agaa);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ao4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443g);
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

44161 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (l,ernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 (l*rrftaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l7l, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, l'embaran

Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2010 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kineqja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47a\;

2I.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OA9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ae72l;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang
Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23.Peraturan Pemerintah Nomor Tr rahun 2oro tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AIl Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S21g);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S2T2);

26-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2orr;

2T.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : g4/pMK.or /2oos
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil cukai Hasil
Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagr Hasil cukai Hasil Tembakau sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

2O/PMK.O7 /2OO9;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.O7 /2OI4
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6L/9MK.OT /2014
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan profesi

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g

Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan Desa
(kmbaran Daerah Kabupaten Tirlungagung Tahun 2006
Nomor 07 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2OO7 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor lO
Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2OOS-2O25 (kmbaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 20Og Nomor 01 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16
Tahun 2010 tentang pajak Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten T\rlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2
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(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol2

Nomor 01 Seri B);

37.Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5
Tahun 20ll tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

T\.rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung

Tahun 2OLI Nomor 01 Seri D);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 76

Tahun 20tl tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung

Tahun 2OII Nomor 02 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor lT
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keda Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2O11 Nomor 03 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1

Tahun 2ol2 tentang Retribusi rempat pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201.2

Nomor 01 Seri C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor 3

Tahun 2an tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);

42-Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13

Tahun 2ol2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
olahraga (Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2OI2 Nomor 05 Seri C);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15

Tahun 2ol2 tentang Penyusunan produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2or2
Nomor 11 Seri E);
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1O

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 -
2018 (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

2013 Nomor 1 Seri E);

45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (l,embaran

Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2014 Nomor I

Seri A);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 11

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (kmbaran

Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2014 Nomor 2

Seri A);

47. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2013

tentang Rencana Keqia Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Tulungagung Tahun 2014;

48. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 37 Tahun 2013

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

T\rlungagung Nomor 30 Tahun 2014;

49. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 35 Tahun 2O14

tentang Penjabaran Pertanggunglawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

ANGGARAN 2014.

PENJABARAN PERUBAHAN

BELANJA DAERAH TAHUN

t
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula

berjumlah Rp. 1.589 .196.844.789,50 bertambah sejumlah

Rp.553.883.454. lg7,8g sehingga menjadi Rp. 2. 1 43.080.298'927,39 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula RP 1.587.333.592.289,50

b. Bertambah RP 373.252.867.048,24

Jumlah Pendapatansetelah Perubahan Rp 1.960.586.459.337,74

2. Belanja

a. Semula RP 1.583.424.844.789,50

b. Bertambah RP 547.628.709.137,89

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.13L.053.553.927,39

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (170.467.094.589'65)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 1.863.252.500,00

2) Bertambah Rp 180.630.587.089,65

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 182.493.839.589,65

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 5.772.000.000,00

2) Bertambah Rp 6.254.745.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 12.026.745.000'00

Jumlrah Pembiayaan Netto setelah Rp 170.467.094.589,65

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,0O

berkenaan (SILPA)

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.
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